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MOTTO
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yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak akan pernah bertanya apa
agamamu”

(KH. Abdurahman Wahid)
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Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam
Perspektifal-Maqasid al-Syari’ah

Faiz Attamami
NIM : 1323201022

Abstrak

Wacana pernikahan beda agama dalam Counter legal Draft Kompilasi Hukum
Islam (CLD-KHI) memang menjadi isu yang sering dibicarakan di tengah-tengah
masyarakat. Pernikahan beda agama dalam CLD-KHI merumusan bahwa
memperbolehkan adanya pernikahan beda agama yang dijelaskan dalam pasal 54.
Tim perumus mengklaim bahwa adanya Nalar melalui pendekataan al/-Maqasid al-
Syari’ah, sebagai landasan perumusan tentang CLD-KHI tersebut. Sebagaimana
dalam peranannya, al-Maqasid al-Syari’ah merupakan pintu gerbang awal yang harus
dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya yaitu
agama yang ajarannya selalu relevan untuk zamannya, karena pada subtansinya a/-
Magqasid al-Syari’ah merupakan kemaslahatan bagi setiap manusia.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) dengan
pendekatan kualitatif deskriptif analisis, yang memaparkan gambaran yang
menyeluruh dan sistematis serta memberikan data dengan teliti. Metode pengumpulan
data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca
dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya,
yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan
kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-
sumber kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan yang
berkaitan dengan Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam maupun teori tentang a/-Magasid al-Syari’ah.

Penelitian ini menunjukan bahwa pernikahan dalam CLD-KHI termasuk
kategori muamalah, bukan termasuk dalam ibadah (laysa min bab al-‘ibadat), yang
menjadikan pernikahan beda agama dalam CLD-KHI pun menjadi nilai kontrak
sosial. Pernikahan beda agama dalam CLD-KHI masih menjunjung tinggi nilai dari
pernikahan itu sendiri, yang merupakan ritual yang sakral (misagan galizan).
Pernikahan beda agama dalam CLD-KHI bukan melepaskan diri dari dokrin ajaran,
melainkan mendekontruksi ulang ajaran agama. Sehingga bisa diterima dan menjadi
kemaslahatan bagi setiap orang, bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi agama-
agama lain di Indonesia. A/-Magqgasid al-Syari’ah adalah bagian terpenting dalam
perumusan pernikahan beda agama dalam CLD-KHI.

Kata kunci : Pernikahan Beda Agama, Counter legal draft Kompilasi hukum Islam,
al-Magqasid al-Syari’ah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
) ba’ B Be
o ta’ T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z jim J Je
d ha h ha (dengan titik di bawah
d kha' Kh ka dan ha
> dal D De
5 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B ra’ R Er
) zai zZ Zet
o Sin S Es
53 syin Sy es dan ye
= Sad s Es (dte)r;%f;l ;itik di
P dad d de (dengan titik di bawah
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L ta' t te (dengan titik di bawah
b za' z zet (dengan titik di bawah
¢ ‘ain v Sl koma terbalik keatas
i gain G Ge

2 fa' F Ef

S qaf Q Qi

4 kaf K Ka

J Lam L El

2 mim M Em

J nun N En

9 waw \W \W%

2 ha' H Ha

¢ hamzah ' Apostrof

S ya' Y Ye

B. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal
rangkap dan vokal panjang.
1. Vokal Pendek
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang

transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama

_ Fathah fathah A
- Kasrah Kasrah I
E Dammah dammah U

2. Vokal Rangkap.
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama Huruf | Nama Contoh Ditulis
Latin
Fathah dan ya’ Ai |adani < Bainakum
Fathahdan Wawu | Au |adanu Js Qaul

3. Vokal Panjang.
Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif difulis 2 Contoh &Jal> ditulis jahiliyyah

R R
Fathah+ ya’ ditulis a Contoh g ditulis tansa

Kasrah + ya’ mati ditulis 1 Contoh & ; ditulis karim

" — .
Dammah + wawu mati ditulis Contoh 24, ditulis fumid




C. Ta’ Marbiitah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

R Ditulis Aikmah

Ditulis jizyah

A

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

\
w -

A dans Ditulis ni ‘matullah

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan /4 (h).

Contoh:
JUbY! sy, Raudah al-atfal
; };L\ ool Al-Madinah al-Munawwarah
) J

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

530 Ditulis mutdaddidah
s Ditulis ‘iddah

E. Kata SandangAlif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

<4 Ditulis al-hukm

("w‘ Ditulis al-galam
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

Ll Ditulis as-Sama

JJUQJ\ Ditulis at-tariq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

L Ditulis syai un
e

s Ditulis ta’khuzu
o Ditulis umirtu
=

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-
kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan
kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan

kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

A 5 01y

: wa innallaha lahuwa khair ar-razigin

ddt J.hi : ahlussunnah atau ahl as-sunnah
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesatuan dengan karakteristik kebangsaan
yang sangat plural. Terdiri dari berbagai pulau, suku bangsa, agama dan
budaya. Disatu sisi, keberagaman ini dapat dipandang sebagai suatu kekuataan,
namun di sisi lain juga dapat dipandang sebagai suatu kelemahan.
Keberagaman akan menjadi suatu kekuatan manakala dengan adanya
keberagaman mampu mewujudkan perasaan kebangsaan dan persatuan.'

Ragam agama dengan berbagai kitab suci yang dimiliki baik yang
bersifat ardhi ataupun samawi merupakan bukti empiris adanya pluralitas
agama. Selanjutnya, pluralitas agama mewujud menjadi relitas sosial yang
menyejarah dalam kehidupan umat manusia. Eksistensi pluralitas agama
sebagai realitas sosial harus diterima oleh umat beragama. Pluralitas agama
harus dikaji dan dimanfaatkan dalam konteks mengkaitkan secara positif
realitas teologis dan realitas sosial.” Dari ragam budaya adat istiadat serta
agama dan kepercayaan yang berbeda-beda itulah, Tentunya masing—masing
memiliki aturan yang berbeda—beda pula. Maka muncullah pembaharuan
hukum, pembaharuan adalah sesuatu yang pernah aktual pada awalnya, tetapi
karena perkembangan waktu menjadi tidak baru lagi, dan untuk

mengaktualkannya kembali harus mengacu pada konteknya semula. Munawir

' Novita Dewi Masyitoh,”Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah
Ancaman Keberagaman Dan Keberagamaan Di Indonesia”, Walisongo, Vol. 24, No. 2, November
2016, hlm. 361

? Rahmat M, Ensiklopedia Konflik Sosial (Semarang: Ghyyas Putra, 2009), him. 126-127.



Sadzali mengistilahkan pembaharuan hukum dengan istilah reaktualisasi ajaran
Islam dengan cara melakukan modifikasi atau penyesuain ajaran agama
berdasarkan kebutuhan sosial dalam konteks budaya dan struktur sosial yang
selalu berubah.’

Modernitas dengan segala sistem nilainya membuat konsep-konsep
fikih dan secara keseluruhan pemikiran Islam nampak sedikit bisu. Konsep-
konsep lama nampak tidak ikut berpartisipasi dalam masalah-masalah
demokrasi, HAM, masalah perempuan, perekonomian, kedokteran, dan
temuan-temuan teknologi dengan tingkat sofistikasinya yang makin hebat.
Maka muncullah pemikiran ulang atas konsep-konsep lama itu agar mampu
mengakomodasi isu-isu modern itu. Untuk pertama kalinya, mereka terkendala
oleh kebekuan metodologis di dalam menangkap atau mengeksplorasi sumber-
sumber utama Islam: Al-Qur’an dan sunnah. Maka muncullah pionir-pionir
dari kalangan ulama khalaf dalam menemukan metode baru memahami teks.
Temuan metode baru akan menentukan medan dan produk penafsiran yang
lebih kaya. Isu-isu baru yang dalam jaman klasik belum pernah terbayangkan
dicoba diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan baru.*

Konsep-konsep kontemporer dinamis dari demokrasi memiliki konsep
turunan yaitu tentang hak asasi manusia, persamaan didepan hukum, teori-teori
tentang kekuasaan, hubungan Internasional, hubungan dengan pelbagai agama,

kesejahteraan antar pemeluk agama, perkawinan lintas agama, penegakan

3 Ridwan, Membongkar Figh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga
Islam (Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press, 2005), him. 35-36.

* Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fighiyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer (yogyakarta:
sukses offset, 2011), hlm. 16.



keadilan,  organisasis-organisasi  kemanusiaan  universal, pluralisme,
inklusifisme dalam beragama, kesetaraan gender, dan lain-lain sebagainya.
Semua isu itu perlu dikonstruksi untuk lebih operasional dalam ruang-ruang
kekinian dan kedisinian.’

Pada perkembangan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, dalam
proses yang cukup panjang lahirlah Komplasi Hukum Islam (KHI) dengan
Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Pembaharuan hukum Islam yang telah
dikostitusikan ini, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, maupun
instruksi presiden adalah sebagai fikih Negara Indonesia.

Sebagaimana fikih Negara pada umumnya yang selalu terbuka untuk
dikritisi, fikih Negara (seperti KHI) pun demikian halnya. Kehadiran KHI
memang untuk dijadikan sumber bagi hakim agama untuk memutuskan perkara
yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum waris, dan perwakafan.
Walaupun demikian, materi KHI perlu terus dikembangkan sesuai dengan
tuntutan perubahan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, peran hakim sangat
penting untuk selalu aktif menangkap pesan-pesan yang ada dalam KHI dan
menggali nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selain
para hakim, pihak-pihak luar yang peduli terhadap keadilan dibutuhkan
sumbangsihnya untuk memberi masukan-masukan demi teralisirnya nilai-nilai
keadilan sebagaimana diapresiasikan oleh masyarakat itu sendiri. Adanya

pihak-pihak yang mengisi kebutuhan ini perlu diapresiasikan dengan bijaksana.

> Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fighiyah, hlm. 21.



Munculnya gagasan Pembaharuan Hukum Islam yaitu Counter Legal
Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dari Tim Pengarusutamaan Gender
(Tim PUG) Departemen Agama RI bisa dikatakan sebagai bentuk kepedulian
terhadap terealisirnya keadilan di tengah-tengah masyarakat. CLD-KHI
(Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) adalah naskah hukum
tandingan atas Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) yang sejak
tahun 2003 diajukan Pemerintah sebagai RUU Hukum Terapan Peradilan
Agama, meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi UU, CLD-KHI di-
launching pada 4 Oktober 2004 di Jakarta oleh Pokja Pengarusutamaan Gender
Depag RI. Sebagaimana struktur KHI-Inpres, CLD-KHI juga dipersiapkan
sebagai hukum materiil Islam dalam bidang perkawinan (116 pasal), kewarisan
(42 pasal), dan perwakafan (20 pasal). Tim PUG memandang bahwa subtansi
hukum yang terdapat dalam KHI sudah tidak memadai untuk menyelesaikan
persoalan yang cukup kompleks dalam masyarakat, landasan filosofisnya
dibangun tidak mencerminkan masyarakat Islam Indonesia, bahkan beberapa
ketentuannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan konvensi
internasional. Oleh karena itu, Tim PUG merasa perlu untuk mengajukan draft
yang dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang oleh al-Ghazali
dirumuskan dalam al-kulliyat al-khomsah dengan mempertimbangkan dimensi
dan budaya Indonesia yang kemudian dijabarkan dalam pluralisme,
nasionalisme, penegakan HAM, demokrasi, kemaslahatan dan kesetaraan

gender.’

8 Ridwan, Membongkar Figh Negara, hlm. 10-12.



Kemudian dalam diskursus yang kemudian menjadi permaslahan adalah
mengenai pernikahan beda agama Pasal 40 Poin (c¢) dan Pasal 44 KHI Inpres
No. 1/1991, menamakan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan
antar pemeluk agama. Pada Pasal 40 poin (¢c) KHI menyatakan bahwa dilarang
melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang
tidak beragama Islam. Kemudian dalam Pasal 44 menyatakan bahwa wanita
Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak
beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 poin (c¢) dan 44 KHI di atas
memahamkan bahwa garis hukum pernikahan beda agama menurut hukum
perkawinan Islam adalah tidak boleh. Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan
untuk menikah dengan melanggar ketentuan agamanya.’

Saat ini, ada beberapa tawaran hukum yang dibuat untuk menggantikan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana hukum tersebut adalah Fikih
Indonesia Counter Legal Draft kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), yang
terbagi atas 19 Bab dengan 116 Pasal. Materi pembaharuan CLD-KHI
menyangkut beberapa ketentuan hukum khususnya hukum perkawinan dan
kewarisan yang yang banyak melahirkan pro kontra di kalangan umat Islam
Indonesia. Dalam hukum perkawinan di dalam CLD-KHI salah satu yang
menjadi perdebatan adalah pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama
yang tercantum dalam CLD-KHI pasal 54 ayat 1 menyebutkan bahwa
“Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan”, dan ayat 2 yang

selanjutnya menjelaskan tentang beberapa prinsip yang menjadikan landasan

7 Islamiyati, “Analisis Yuridis Nikah Beda AgamaMenurut Hukum Islam Di Indonesia”
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 3, Juli 2016. hlm. 247



dasar dalam perbolehkannya pernikahan beda agama menyebutkan bahwa
“Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip
saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran
agama dan keyakinan masing-masing*.

Alasan yang digunakan hingga dibolehkannya melangsungkan
pernikahan beda agama yakni sebagai penjabaran dari prinsip pluralisme,
melalui kajian teks ayat-ayat al Qur’an, kenyataan historis para sahabat, dan
kenyataan sosiologis masyarakat Indonesia yang banyak melangsungkan
perkawinan beda agama, CLD-KHI dengan tegas membolehkan perkawinan
tersebut, menurutnya, perkawinan beda agama dilindungi oleh Islam. Anutan
agama tidak menjadi syarat sah bagi perkawinan, juga tidak membuat
perkawinan batal akibat salah satu atau kedua belah pihak pindah agama
setelah melangsungkan perkawinan. Pernikahan beda agama wajib dicatatkan
oleh negara. Agama anak tidak mengikuti agama orang tuanya, melainkan
menjadi hak pilih anak untuk memeluk suatu agama.8 Indonesia memiliki lima
agama yang diakui sehingga menimbulkan adanya hubungan sosial antar
individu beda agama dan salah satunya merupakan konsep perkawinan beda
agama.

Dalam pandangan masyarakat umum, praktik perkawinan beda agama
merupakan suatu hal yang masih dianggap tabu untuk dilakukan, tanpa melihat
aspek positif yang dapat ditimbulkan dengan adanya perkawinan beda agama.

Perkawinan merupakan bagian yang penting dari seseorang, seorang muslim

¥ Marzuki Wahid, Fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Bandung: Marja, 2014), hlm.
218



yang hidup di negara yang masyarakatnya majemuk seperti ini hampir
dipastikan sulit untuk menghindari dari pergaulan dengan orang yang beda
agama. Sehingga pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita muslim
dengan seseorang berbeda agama yang berujung pada perkawinan hampir tidak
dapat terelakkan. Tak jarang hal seperti ini sering menimbulkan gejolak dan
reaksi keras di kalangan masyarakat.

Dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang sulit untuk menyatukan
dua keluarga yang berbeda, baik berbeda budaya, agama, maupun kepercayaan.
Namun dibalik permasalahan tersebut sebenarnya perkawinan beda agama
sendiri dapat menciptakan keharmonisasian agama. Dimulai dari lingkup kecil
yang disebut keluarga, sikap toleransi kepatuhan beragama mulai diterapkan
dan berlanjut ke ruang lingkup yang lebih luas yaitu keharmonisasian agama
dalam kehidupan bermasyarakat.9 Dalam konsep HAM yang diusung oleh
Barat, seseorang tidak boleh dibedakan hanya karena landasan agamanya,
termasuk untuk melangsungkan pernikahan. '’

Kontroversi mengenai pernikahan beda agama, memang diskursus yang
tidak pernah surut dari tahun ke tahun. Perbedaan pendapat mengenai cara
memaknai pernikahan beda agama oleh beberapa kalangan, dan para mujtahid.
Apabila dibagi, dalam doktrin Islam Perkawinan Beda Agama terbagi menjadi
empat bentuk:

1. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahl al-Kitab

’ Ana Lela F. Ch Dkk, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi
Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember”, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi
Keagamaan, Vol 4, No 1 2016. hlm. 119

1" Ahmadi Hasanuddin Dardari dkk, “Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif
Islam dan HAM”, Jurnal Khasanah, Vol. 6, No.1 Juni 2013. hlm. 100



2. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita musyrik

3. Perkawinan antara wanita Muslim dengan pria Ahl al-Kitab

4. Perkawinan antara wanita Muslim dengan pria Musyrik, yakni yang bukan
Ahl al- Kitab.

Menurut teori al-Magqasid al-Syari’ah, dinyatakan bahwa dalam
perumusan hukum seseorang mujtahid harus mempertimbangkan lima hal
sekaligus, yakni: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.'' Isu maslahat dan a/-
Magqasid al-Syari’ah dalam khasanah pemikiran ushul fikih dan fikih memiliki
peran yang sangat penting.'>

Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang
menekankan pentingnya memahami a/-Magqasid al-Syari’ah dalam menetapkan
hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seorang tidak dapat dikatakan
mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar
tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya. '

Maka menurut hemat penulis, yang menjadi permasalahan dalam
perumusan CLD-KHI dalam konteks diperbolehkannya pernikahan beda
agama ini apakah dasar ijtihadnya menggunakan a/-Maqasid al-Syari’ah,
Penelitian ini juga menitik beratkan pada skema dalam perumusan pernikahan
beda agama dalam CLD-KHI menurut kategorisasi dalam a/-Magasid al-
Syari’ah (al-daruriyyat, al-hajiyyat dan al-tahsiniyyat) Dari situlah penulis

ingin mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan mengangkat

" Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum
Islam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal ad-Daulah, Volume 7, Nomor 1, April 2017. hlm.
98.

2 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fighiyah, hlm. 91-92.

"> Moh Khasan,”Kedudukan”, him. 303



judul “Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum

Islam Perspektif al-Magqgasid al-Syari’al”.

B. Rumusan masalah
Dari latar belakang diatas, pokok permasalahan yang dikaji dalam
melakukan penelitian ini adalah:
1. Bagaimana status hukum pernikahan beda agama menurut CLD-KHI?
2. Bagaiamana pernikahan beda agama menurut CLD-KHI ditinjau dari teori

al-Magqasid al-Syari’ah?

C. Definisi Operasional
1. Pernikahan beda agama

Dalam literatur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama
secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas,
namun pembahasan yang berkaitan dengan masalah tersebut dimasukkan
pada bagian pembahasan mengenai perempuan yang haram dinikahi atau
pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai Az-zawaj bi
al-kitabiat, Az-zawaj bi al-musyrikat atau Az-zawaj bi ghairi al-muslimah
(perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab), perkawinan dengan
wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan
non-muslim. Singkatnya, Perkawinan lintas agama ialah perkawinan antar

orang yang berlainan agama. Yang dimaksud dengan “perkawinan antar
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orang yang berlainan agama” disini ialah perkawinan orang Islam
(pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita)."*

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan lintas agama adalah
ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang
karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang
berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan
sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk
membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) adalah
tawaran sejumlah pemikiran pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang
disusun dalam kitab hukum perkawinan rumusan CLD-KHI, Kewarisan
Islam, dan Hukum Perwakafan Islam."

. Perspekif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang
terjadi, atau sudut padang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu
fenomena. Dalam hal ini pernikahan beda agama dalam counter legal draft
kompilasi hukum Islam menjadi objek suatu permaslahan dan sudut
pandang kerangkanya menggunakan a/-Maqasid al-Syari’ah.

Al-Magqasid al-Syari’ah

' Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Figh (Bogor: Kencana, 2007), him. 102.
'S Marzuki Wahid, Fikih Indonesia, him. 201.
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Al-Magasid al-Syari’ah terdiri dari dua kata, Maqgasid dan

Syari’ah. Kata Maqgasid merupakan bentuk jama' dari Magsad yang berarti

maksud dan tujuan, sedangkan Syari’ah mempunyai pengertian hukum-

hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk

mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan

demikian, a/-Magqasid al-Syari’ah berarti kandungan nilai yang menjadi
tujuan pensyariatan hukum.'®

Maksud-maksud syariah adalah tujuan yang menjadi target teks

dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan

manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu,
keluarga, jamaah, dan umat."”’

Dari paparan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari

judul skripsi ini adalah suatu upaya untuk mengkaji pernikahan beda agama

yang terdapat dalam rumusan undang-undang CLD-KHI dengan

menggunakan pendekataan al-Magqasid al-Syari’ah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:
a. Mengetahui bagaimana CLD-KHI dalam membahas dan menerangkan

pernikahan beda agama.

'® Ghofar Shidig, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”, Sultan Agung, Vol
XIIV No. 118 Juni — Agustus 2009, hlm. 118.

7 Yusuf al-qaradhawi, Fikih Magashid Syariah (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2007),
hlm.17.
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b. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kaidah A/-Magqasid Al-

Syari’ah dalam perumusan CLD-KHI tentang pernikahan beda agama.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan
pengembangan bagi wacana yang berkembang hukum di Indonesia
tentang perkawinan.

b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat
tentang hukum yang berlaku di Indonesia dan perumusan hukum yang
pernah tebentuk seperti CLD-KHI.

E. Telaah Pustaka
Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati,
menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang
peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan

belum ada.'®

Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan
penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai
korelasi dengan penelitian penulis. Pembahasan tentang pernikahan beda
agama cukup banyak yang membahasnya diberbagai literatu. baik berupa
kitab, buku-buku, jurnal maupun skripsi. Diantara literatur yang menyangkut
tema yang akan ditulis penulis yaitu:

Dalam buku yang ditulis Ridwan yang berjudul Membongkar Figh

Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam yang

'8 Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 58.
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didsusun oleh STAIN Purwokerto Press pada tahun 2005."” dalam buku ini
menjelaskan tentang reaktualisasi hukum dalam masyarakat Indonesia dengan
kerangka teoritis dalam pembaharuan hukum Islam. Dengan begitu
pembahruan hukum masih bisa sejalan dengan visi kemanusian universal
Islam dan kemaslahatan. Dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah
pembahruan hukum Islam di Indonesia serta pembahasan tentang CLD-KHI
sebagai salah satu bentuk contoh pembaharuan hukum yang pernah terjadi.
Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam Tentang Nikiah Sirri, Nikah Mut’ah, Dan Nikah Beda Agama
Dalam Perspektif Fikih” yang ditulis oleh Khamid Masjib, NIM: 3222113015
dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Islam
Negeri Tulungagung.” Skripsi tersebut merupakan sebuah kajian normatif
kepustakaan (library research) bersifat deskriptif dan analisis. Menjelaskan
tentang konsep counter legal draft kompilasi hukum Islam tentang nikah sirri,
nikah mut’ah dan nikah beda agama. Kemudian, skripsi ini juga menjelaskan
pandangan fikih terhadap nikah sirri, nikah mut’ah dan nikah beda agama.
Yang membedakan antara skripsi Khamid Masjib dan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis yakni pembahasan skripsi dari khamid masjid
menggunakan sudut pandang fikih yang pada pengambilan hukumnya hanya
sebatas hukum fikih klasik dan normatif Al-Qur’an dan sunnah. Sedangkan

dalam penelitian yang penulis lakukan dengan meninjau lebih mendalam

' Ridwan, Membongkar Figh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum
Keluarga Islam (Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press, 2005)

2% Khamid Masjib, “Studi Analisi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam T entang
Nikiah Sirri, Nikah Mut’ah, Dan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Fikih”, Skripsi
(Tulungagung: lain Tulungagung, 2015)
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untuk sampai pada bagaimana terbentuknya hukum tentang pernikahan beda
agama dalam counter legal draft kompilasi hukum Islam dalam perspektif a/-
Magqasid Al-Syari’ah. ini menjadikan kerangka ushul fikih akan menjadi tolok
ukur dalam penelitian.

Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif Islam dan HAM,
adalah judul sebuah penelitian yang termuat dalam dalam Jurnal Khasanah
Juni 2103, Vol. 6, No.l, yang ditulis oleh Ahmadi Hasanuddin Dardari
(09410551), Muhammad Irham Roihan (10410251) dan Marzha Tweedo
(10410483) jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam
Indonesia®', penelitian ini hanya sebatas penggalian hukum normatif Islam
yang terdapat dalam Al-Qur’an dan fikih klasik serta pandangan dari keempat
madzhab. Penelitian ini juga menganalisis kondisi masyarakat terkait
pernikahan beda agama yang kemudian apakah sejalan dengan HAM.

Kemudian dalam skripsi dengan judul “Analisis pendapat musdah
mulia tentang pernikahan beda agama” yang di tulis oleh Ahmad Rifqi
(082110046) mahasiswa jurusan ahwal al-syakhsiyyah fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (Sekarang UIN Walisongo
Semarang) tahun 2012. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang
pernikahan beda agama dengan model istinbath hukum tentang pernikahan
beda agama yang dilakukan oleh siti musdah mulia.

Dalam jurnal al-Maslahah yang di tulis oleh J. Shodiq, Misno, Abdul

Rosyid dengan judul pernikahan beda agama menurut Imam Mazhab dan

2! Ahmadi Hasanuddin Dardari dkk, “Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif
Islam dan HAM?”, Jurnal Khasanah, Vol. 6, No.1 Juni 2103.



15

hukum positif di Indonesia. Jurnal yang dicetak volume 7 nomor 1 tahun
2019. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang pernikahan beda agama dengan
membandingkan serta menyelaraskan pendapat ulama mazhab dengan konteks
pernikahan beda agama dalam hukum positif di Indonesai.

Kemudian dari literatur yang membahas tentang a/-Maqasid Al-
Syari’ah, salah satunya yang di tulis oleh Musolli, dalam Jurnal yang berjudul
al-Maqasid Al-Syari’ah: kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer,
Jurnal at-Turas volume 5 no. 1 januari—juni 2018. Menurut penulis jurnal ini
sangat menarik untuk dibaca dan dipahami dimana teori-teori a/-Magqgasid Al-
Syari’ah disajikan dengan pendapat-pendapat para ulama ushul figh. Dalam
jurnal ini juga menjelaskan tentang pentingnya al-Magasid Al-Syari’ah
sebagai acuan dalam pembuatan hukum isu-isu kontemporer yang juga

pastinya selalu berkembang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library researh),
yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber
tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan
kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.
Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan

penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping
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penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data
primer).?

Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan
dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penelitian ini bermaksud
memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan
data yang seteliti mungkin. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu
memaparkan tentang penerapan al-Maqgasid al-Syari’ah mengenai
pernikahan beda agama dalam counter legal draft kompilasi hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data
sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan
oleh peniliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer yang penulis
gunakan yaitu kitab a/-Muwagqat fi Ushuli al-Syari’ah karya Imam Asy-
Syatibi dan kitab al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul karya imam Al-Ghazali
serta Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.
b. Sumber data sekunder
Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpu data, misalnya lewat orang lain

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), him. 14.
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atau lewat dokumen.” Yang termasuk dalam penelitian ini adalah buku-
buku yang menunjang terselesaikannya penelitian ini, antara lain,
“Membongkar Figh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum
Keluarga Islam” karya Dr. Ridwan, “Fikih Indonesia Kompilasi
Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam
Bingkai Politik Hukum Indonesia” karya Marzuki Wahid dan juga buku
karya Suhadi yang berjudul “Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik
Nalar Agama” serta referensi lainya yang membahas tentang
pernikahan beda agama dan a/-Magqasid al-Syari’ah.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting,
berbagai sumber, dan berbagai cara.”* Teknik pengumpulan data adalah
dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya
yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan
antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk
disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data
dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seseorang.” Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang

3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta
CV, 2009), hlm. 225.

* Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 137.

2% Sugiyono, Metode Penelitian, him. 240.
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ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif
artinya penulis dapat melihat secara langung data yang sudah dicatat
dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap
penting, kitab-kitab fikih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu
pengujian.”® Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang
menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih
terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen
merupakan sumber penting yang menyangkut keabsahan akibat hukum
pernikhan beda Agama dalam Counter legal draft Kompilasi Hukum
Islam.
4. Metode Penyajian Data

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh
kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun
secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang
diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan
pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang
utuh.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan

data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.”’

2% Suharsimi Arikounto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hlm. 206.

" Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2008), him. 14
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Setelah pengumpulan data melalui penulsuran, membaca dan mencatat,
tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang
kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang konsep
pernikahan beda agama dalam counter legal draft kompilasi hukum Islam
menurut a/-Maqasid al-Syari’ah, agar diperoleh sebuah kesimpulan.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai
berikut:

a. Content analisis, menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam
bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan Content Analysis adalah
“teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui
usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif
dan sistematis”.”®

b. Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran
atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak
akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian keadaannya.”

c. Critic Analysis, yaitu sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data
yang di peroleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga di peroleh
fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.*

G. Sitematika Penulisan
Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga

nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini

® Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2013), hlm. 71

2 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian, him, 11

3% Anton Baker dan Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius,
1989), hlm. 45.
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akan disajikan dalam lima bab. Setiap bab membahas permasalahnya sendiri-
sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya.
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai
latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum tentang pernikahan beda agama dan
tinjauan umum tentang teori al/-Maqasid al-Syari’ah. Pada bab ini meliputi
pengertian nikah beda agama pandangan ulama tentang pernikahan beda
agama dan penjabaran tentang al-Magqasid al-Syari’ah.

Bab III adalah membahas tinjaun pernikahan beda agama dalam
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ulama ushul figh
tentang pernikahan beda agama dalam counter legal draft Kompilasi Hukum
Islam.

Bab IV adalah analisis hukum pernikahan beda agama dalam counter
legal draft serta analisis pernikahan beda agama dalam counter legal draft
kompilasi hukum Islam perspektif a/-Magasid al-Syari’ah. Dalam bab ini
penulis memaparkan mengenai konsep serta landasan ushul fikih dalam
perumusan pernikahan beda agama dalam counter legal draft kompilasi
hukum Islam.

Bab V adalah penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan

kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telak dilaksanakan,

penulis menyimpulkan bahwa:

1.

Pernikahan dalam CLD-KHI termasuk kategori muamalah, bukan termasuk
dalam ibadah (laysa min bab al-‘ibadat), itu yang menjadikan pernikahan
beda agama dalam CLD-KHI pun menjadi nilai kontrak sosial, akan tetapi
pernikahan beda agama dalam CLD-KHI masih menjunjung tinggi sebuah
pernikahan yang merupakan miSagan galizan. Oleh karennya, pernikahan
beda agama dalam CLD-KHI yang dirumuskan dalam pasal 54 bukan
melepaskan diri dari dokrin ajaran, melainkan mendekontruksi ulang ajaran
agama, sehingga bisa diterima dan menjadi kemaslahatan bagi setiap orang,
bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi agama-agama lain di Indonesia.
Pernikahan beda agama menjadi kajian yang kontroversial, akan tetapi
keadaan masyarakat berkata lain, banyak kasus pernikahan beda agama yang
terjadi di Indonesia. Dengan Negara yang plural seperti ini, bukan hal yang
mustahil pernikahan beda agama akan terjadi. Negara berhak memfasilitasi
masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama,

Pernikahan beda agama dalam CLD-KHI ditinjau dari a/-Magasid al-Syari’ah

menjadi pokok permaslahan dalam peneitian ini, penulis berpendapat bahwa,

88



89

dalam teori al-Magqgasid al-Syari’ah, inti teori ini sebenernya adalah
kemaslahatan, bukan hanya hanya kemaslahatan bagi umat Islam, akan tetapi
juga kemaslahatan bagi setiap manusia secara luas, termasuk di Indonesia
sendiri. al-Magqasid al-Syari’ah adalah bagian terpenting dalam perumusan
pernikahan beda agama dalam CLD-KHI. Bisa dilihat bahwa lima prinsip
dasar dalam a/-Maqgasid al-Syari’ah yaitu menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan serta harta digunakan sebagai nalar CLD-KHI dan perumusan
undang-undang. Sehingga pernikahan beda agama dalam CLD-KHI yang
dirumuskan dalam pasal 54 bukan menjadi hukum yang menambah
kemudharatan tetapi menjadi kemaslahatan dengan ketentuan-ketentuan pasal
lain untuk memperkuat pasal 54 dengan penerapan nalar lima prinsip dasar
dalam a/-Maqasid al-Syari’ah, setidaknya CLD-KHI bisa dijadikan payung
hukum dan masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan beda agama akan

terakomodir dengan jelas oleh Negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pernikahan
beda agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi hukum Islam, berikut
merupakan saran-saran dari penulis:

1. Walaupun CLD-KHI bukan sebagai produk hukum yang disetujui oleh
pemerintah, tetapi CLD-KHI merupakan bagian sejarah politik hukum di

Indonesia. Rumusan yang termuat dalam CLD-KHI sangat revolusioner



90

mengubah mindset baru tentang pemaknaan terhadap ajaran agama terkhusus
ajaran Islam. CLD-KHI membuka mata kita kembali tentang pentingnya
menangkap isu-isu kontemporer, oleh sebab itu CLD-KHI sangat bagus untuk
dipelajari.

. Diharapkan dengan adanya CLD-KHI ini, menjadi contoh untuk membuat
produk hukum yang bermanfaat dan mempunyai kemaslahatan bagi
masyarakat. Bahwa dinamika sosial selalu berubah, pembaharuan hukum pun
seharusnya mengikuti agar masalah-masalah kontemporer bisa teratasi dan

mewadaih problem masyarakat sehingga kemaslahatan pun tetap terjaga.
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